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Banvalk kalangan sangal berharap Undang Undang

Tindalk Pidana I<

lkkerasan Selcsual

bisa menjadi

payung hukum vang dapat memastikan korban
memperoleh lkeadilan.

lkelkerasan selcsual

JAKARTA, KOMPAS — Undang-
TUrnddzarngs MNomor 12 Tahun
2022 tentainyg Tindak Pidana
Kekerasan Selksual resiri
diundangkan pada Scnin
/52022 melalui LLembaran
Negara Tahun 2022 Nomor
120, Undang-undang ini di-
harapkan semakin melindungi
masyarakat dari ancaman ke-
kerasan seksual.

Menteri Permberdayaan Pe-
rempuan dan Perlindungan
Anak (PPPAY I Gusti Ayu Bin-—

Lanyg Darinawali siap  mnernig—
implementasilkan LU TPKS.
Scmua peoeraturan  pcoclaksarna

berupa peraturan pemerintah
(PP) dan peraturaln presiden
(perpres) yang akan mendu-
kung pelaksanaan undang-un-
dang tersebut segera disusun.
Lidals perlu inenungyuu sarrypai
batas waktu dua tahun,
“IIndang-undang ini haruas
betul-betul implementatif.
Karena ilu, supaya implemmen—
tasi undang-undang ini cepat,
proscs PP dan poerpres tidak
usah Mmenunggu sampai batas
akhir. Namun, jangan sarripai
meningsallkan substansi  dari
UL TPKS.” ujar Bintang. Rabu
A1/5/ 2022,
U TPKS disahkan oleh
Presiden Joko Widodo tangsal
9 Dliei 2022 dan diundangkan
di Jakarta pada tangsal yans
sama oleh Menteri Hulkuimn
damn l1llak Asasi NManusia Ya-
sonna H T.aoly melalui T.em-—
baran WNegara Tahun 2022 No-
mor 120. Scebelumnya, Selasa
(A2/4>, rapat paripurna yang

dipimpin Ketua DPPR TPuan
MNMaharani menyetujui RULUT
TPKS disahkan menjadi uan-
dang-undang.

Ttk claksanaan TreT

TPKS. setidaknya ada 10 atur—
an turunan yang dibutuhlkan,
yakni limma PP dan lima per-
pres. Kelitmna P'T* tersebut ada-
lah PP mengenai Sumber. Per—

untulkan, dan Pemanfaatan
Dana DBantuan Korbarn; P
mengenai Penghapusan dan/”

atau Pemutusan Akses Infor-
masi Elekilronik dangsalau Do-
kummen Elektronik yang Ber-
muatan Tindak TrHidana Ke-

kerasan Scksual: PP moengcenai
Tata Cara Penanganan., Pelin-
dungan, dain Peinulilian: PP
mengenai FPenyelengsaraan
Pcencecegahan Tindak Pidana
Kekerasan Selksual: dan PP
1mensenai Koordinasi dai
Pemantauan.

Adapun perpres yang di-
siapkan mengenai Tim Ter-

padu; Perpres Penyvelengsuara—
Aan Pelayanan Terpadu  di
Pusat; Pcecrprcs mengenai

UPTID> PPA: Perpres mense—
nai Penyelengusaraan  Pendi-
dilkan dan Pelatihain; serta
Perpres mengcenai Kcebijakan
MNasional tentang Pemberan-
tasail Tindak Pidana Kekeras—
an Selosual.

Lavanan terpadu

MMenurubt Menteri PPPA, se—
mua aturan turunan itu sangat
prenting. Namun, untuk lang-
lkxah owal., Perpres mengenai
Tirmm Terpadu dan Penyvelengs—
saraan Pelayanan lTerpadu
maendasak diterbitkan karcna
selama ini yvang menjadi ken-
dazlz dalam poenanganan ke—
kerasan seksual adalah layan-—
an terpadu.

“Untuk mewujudlkan layan-—
an lerpadu dan Llerinlegrasi
perlu penguatan di lapangan.
Jadi. jangan lagi korban yang
harus ke sana kemari mencari
layanan. Tenlbu saja pelaltihhan
bagi aparat penegak hukum
penting agar memiliki kaca-
mata yang sama dalam mem-—
berikan kepenlingan Lerbailk
kepada korban,” ujar Bintang.

TTntuk memastikan TIUT itua
berjalan scsuai kepentingan
korban, Menleri PPPA mens—
ajak semua pihak, mulai dari
koementerian,Jdlembaga, hingsa
pemerintah daerah. termasuls
lembaga penegak hukuin, an-—
tulc menyosialisasilkan wres
TTrKS di jajarannya. Partisi-
pasi masyaralkat sipil. seperti
kerja kolaboratif yang tercipta
sejak pembahasan RUU T'PKS
hingga diketok di DIPR, harus
terus berlanjut.

I Ari  SIITIS-SIIIl; [T1er1ggia—
wral implementasi UL ini. Kita
s11idah  melahii  proses yang

panjang untuk mclahirkan OO
TPKS. Kita harus belajar dari
pengalamain. Undang-undang
banyalk., tetapi sering kegagal-

annya dalaam implementasi.
DMalia., kita tidals maua ULLT
TPKS seperti itu, kita me-

lewvwati perjuangan panjang da-
Iam melahirkan undang-un-
dang ini.” ujar Bintang.

Pengesahian UL TPES juga
disambiit gembira Komisi WNa-
sional Antikckerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perem-—
pPuarn) dan organisasi yang ime—
ngavwwal LU TPKS Lahirnya
UL TPKS diharapkan mcocri-—
dorong penanganan kasus ke-—
kerasain seksual lebihh optiimal,
mulai dari pencegahan hingga
perlindungan dan dukungan
bagi pemulihan korban.

PPerlu menguallcan inslilua-
si pelaksana, khususnya memna-
percepat pembentukan direk-
torat PPA di kepolisian dan
unit khusus kejaksaan, dise-
minasi ULl TPKS pelatihan
aparat ponogak hukum dan
pengadaan layanan., serta me-—
maslikan peraluran  Lururson
segera  disusun,” ujar Ketua
Komnas Perempuar MArdy
Yentriyani.

Sekrelaris Jenderal Koalisi
Perempuan Indonesia KEPLD
Mike WVerawati berharap UJUJ
TPKS menjadi payung hulkuim
yang dapat memastikan siapa
pun korban kekerasan seksual
dapat mengakses keadilan se—
rta menjadi upaya perlindung-
an yang holislik negara dalarmm
memberikan hak perlinduns—
an dan rasa aman masyarakat
dari ancaman kckerasan scl
sual.

TApresiasi diberikan kepacda
serniia pihak, parlemen, po-
merintah. dan semua elemen
masyarakat sipil yang ber-
juang untuk Mmemastikan LILJ
TTKS sah. Tetapi, energi me-—
ngavwal U TPKS belum se-
lesai, diperlukan kerja peng-
awalan wang strategis untulk
mengoptimalkan implemen-
tasi densan mengaswwal rr
dan perpres yang akarn irre-—
nguatkan U TPKS™ ujar
NTike. (SOMND
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